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Abstract 
This study aims to describe the implementation ofsocialwelfare program of children, 
especially negleted childredin Social offices of Palu Cityand to determineobstaclesfound in the 
implementation of this program. The research method used is qualitative. Informants were selected 
by purposive sampling and acquired as many as nine people. The results of the study have shown 
thatfrom 4 (four) variables studied on the theory ofpolicy implementation George Edward III, the 
all has not worked as that was expected between the facts and the theory.It could be showed: First, 
variable of communication, there were still familiesuninformed about the PKSA especially 
aboutnegleted childredso that the lack of understanding about the program targetin process of 
implementingPKSA program for negleted children. Second, the variable of resources, it was not 
running optimally becausethe terms of the financing are still not motivated entirely by the existing 
policy. Third, variable of disposition, it was not running wellbecause there were still parties not 
being honest, especially for fund donation for negleted childred. Fourth, variable ofbureaucracy 
structure, it was not running properly because the Social Offices of Palu Citywas less involving 
other parties both outside and inside of the bureaucracy and also lack ofmentorsof the 
programincompatible with their main tasks and functionsas a mentorof children. One of 
thesupporting factors of Social Welfare Program of Negleted Childred wasmentors' (sakti peksos) 
educational background social welfare understanding and knowinggoal of the programPKSA for 
negleted children. While the inhibiting factors were limited financial resources and the lack of 
cooperation Social Officeswith nonbureaucracy party. 
Keywords: Communication, Resources, Disposition, and Structure of Bureaucracy 
 
Program Kesejahteraan Sosial Anak 
merupakan bagian dari sistem kesejahteraan 
sosial secara luas. Pengertian kesejahteraan 
sosial sendiri adalah kondisi terpenuhinya 
kebutuhan material, spiritual dan sosial warga 
Negara agar dapat hidup layak dan mampu 
mengembangkan diri, sehingga dapat 
melaksanakan fungsi sosialnya (menurut 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 
Tentang Kesejahteraan Sosial). Dalam konsep 
kesejahteraan sosial harus terdapat aspek 
pencegahan (primer), penanganan resiko 
(sekunder) maupun penanganan korban (tersier). 
Dengan berbagai permasalahan anak, 
program PKSA memberikan pelayanan-
pelayanan sesuai dengan tujuan program namun 
pada kenyataannya bantuan untuk anak yang 
bermasalah sosial khusus nya anak terlantar 
yang berada dalam naungan lembaga 
kesejahteraan sosial hanya diberikan 
sebagiannya saja atau tidak merata. Sehingga 
program ini perlu dilihat lagi bagaimana 
pelaksanaannya dalam membantu melindungi 
anak dari segala permasalahannya dimasyarakat 
dan dilembaga-lembaga kesejahteraan sosial 
anak khususnya anak terlantar.  
Dari pengamatan awal, peneliti melihat 
bahwa dalam pelaksanaan kebijakan program 
ini pihak Dinas Sosial kota palu belum cukup 
maksimal. Semisal dalam memberikan 
informasi mengenai tata cara pelaksanaan 
program ini kepada lembaga-lembaga 
kesejahteraan sosial anak (LKSA) khususnya 
anak terlantar sehingga masih banyak pihak 
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lembaga yang tidak paham bagaimana 
pelaksanaan program PKSA tersebut. Akibatnya 
berujung pada masih kurangnya pemahaman 
pihak lembaga kesejahteraan sosial anak dalam 
menyikapi bantuan dana yang diturunkan untuk 
lembaga dalam pemenuhan kebutuhan anak. 
Padahal, bantuan  dana yang dikemas melalui 
program ini substansinya hanya berupa stimulun 
bukan menjadi pemenuhan semua kebutuhan 
anak dalam jangka panjang.   
Selain itu, kurang jelasnya informasi juga 
berimbas pada banyaknya keluarga yang 
menganggap lembaga kesejahteraan sosial anak 
atau panti asuhan merupakan tempat agar anak-
anak mereka mendapatkan kebutuhan dasarnya 
seperti pendidikan. Hal ini dikarenakan 
kurangnya pemahaman tentang pengetahuan 
pola pengasuhan dalam keluarga, karena 
seyogyanya program PKSA juga bertujuan 
untuk mencegah keterpisahan anak dari asuhan 
keluarga. 
Peneliti melihat bahwa substansi dari 
implementasi program sebagai salah satu bentuk 
terjemahan dari berbagai undang-undang dan 
peraturan terkait kesejahteraan anak, belum 
benar-benar dilaksanakan. Dalam tataran teori 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward 
III, hal mendasar dari suksesnya sebuah 
kebijakan dilakukan harusnya tidak terlepas dari 
kejelasan dalam komunikasi dan informasi 
secara berjenjang dan menyeluruh yang harus 
dilaksanakan oleh seluruh implementator.  
Tujuannya tidak lain untuk membuat agar 
implementasi berjalan terfokus dan terarah pada 
goal yang ingin dicapai. 
Dari penyebab diatas permasalahan anak 
dalam program PKSA Dinas Sosial dan pihak-
pihak terkait perlu turut andil dan bertanggung 
jawab dalam menjalankan program ini, Peneliti 
berharap penelitian ini dapat memperkaya 
kajian dalam ranah perlindungan anak, 
khususnya dinas sosial dan keterkaitannya 
dengan permasalahan anak. Peneliti juga 
berharap penelitian ini dapat memberi manfaat 
baik bagi Dinas Sosial kota Palu dan 
Kementrian Sosial RI maupun pihak-pihak 
terkait sehubungan dengan Implementasi 
Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk 
mengetahui gambaran mengenai pelaksanaan 
Program Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di 
Kota Palu. (2) Menemukan faktor pendukung 
dan penghambat dalam praktik Implementasi 
Program Kesejahteraan Sosial Anak. 
MATODE  
Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode pendekatan 
deskriptif kualitatif, Lokasi penelitian ini 
dilaksanakan pada Dinas Sosial Kota Palu dan 
beberapa lembaga kesejahteraan sosial anak 
terlantar, Adapun penelitian ini dijadwalkan 
berlansung selama 2 (dua) bulan, terhitung 
mulai dari Desember 2016 – Hingga Januari 
2017, meliputi kegiatan: (1). Pengumpulan data, 
(2). Indentifikasi data, (3).  Analisis data,(4).  
Penulisan laporan, (5). Pengkayaan materi dan 
seminar hasil penelitian. Dalam penelitian ini, 
yang dipilih sebagai informan adalah mereka 
yang secara langsung bertanggung jawab dalam 
kebijakan perumusan, penyusunan, dan 
dianggap mengetahui permasalahan tentang   
Implementasi Program Kesejahteraan Sosial 
Anak (PKSA) Dinas Sosial Kota Palu sebanyak 
9 orang. 
Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini yaitu Observasi, Wawancara, 
Pedoman Wawancara dan Dokumentasi.Jenis 
dan sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa data primer dan data 
sekunder kemudian teknis analisis data yang 
digunakan adalah analisis model interaktif 
dengan langkah-langkah yaitu reduksi data, 
penyajian data serta penarikan kesimpulan dan 
verifikasi. 
 
HASIL DAN PEMBAASAN 
 
Implementasi program kesejahteraan sosial 
anak terlantar 
Program kesejahteraan Sosial Anak 
(PKSA) merupakan kebijakan pemerintah  






melalui Kementerian Sosial untuk membantu 
merespon perkembangan permasalahan anak 
diseluruh wilayah Indonesia. 
Dalam hal ini khususnya anak terlantar 
yang ada didalam maupun diluar lembaga 
menjadi tanggung jawab semua pihak yang 
terkait,diharapkan agar pelaksana kebijakan 
memberikan dukungan penuh dalam 
implementasi program kesejahteraan sosial anak 
mulai dari permasalahan yang dihadapi anak 
terlantarhingga proses pemenuhan 
kebutuhannya. Adanya pendamping anak dari 
kementrian sosial atau yang dikenal sebagai 
sakti peksos proses implementasi program 
PKSA cukup berjalan dengan baik, dimana sakti 
peksos menangani lembaga anak yang layak 
diberikan bantuan, memverifikasi lembaga dan 
penerima bantuan PKSA,serta pelaporan. 
Untuk itu perlu perhatian khusus untuk 
semua  masyarakat dan pihak yang terkait dalam 
menjalankan program ini sehingga 
permasalahan anak terlantar dapat teratasi, 
meskipun belum keseluruhan namun dengan 
membantu salah satu permasalahan anak 
terlantar maka permasalahan anak yang lain pun 
akan berkurang, adanya hambatan-hambatan 
dari program kesejahteraan sosial anak ini yang 
tidak mengenai semua sasaran anak terlantar 
yang ada dikota palu sehingga implementasi 
program kesejahteraan sosial anak terlantar ini 
masih belum berjalan dengan baik, hal ini dapat 
telihat dari data penyaluran penerima bantuan 
Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 




















Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa 
dari segi pembiayaan masih belum optimal 
karena jumlah anak yang seharusnya mendapat 
bantuan harus merata,  agar kebutuhan anak 
terlantar yang berada dalam LKSA terpenuhi 
dengan baik. Terlihat bahwa masih banyak anak 
yang berada dalam LKSA tidak mendapatkan 
bantuan sehingga pihak lembaga tidak dapat 
memberikan tugas dan fungsinya kepada anak 
dimana tujuan dari LKSA adalah memeberikan 
pelayanan untuk anak baik itu dari segi 
kebutuhan sosialnya maupun kebutuhan 
dasarnya. 
Untuk mengkaji lebih baik suatu  
implementasi kebijakan publik maka perlu 
diketahui variabel dan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Menurut George Edward III 
akan bisa menjelaskan proses implementasi 
Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA), 
diantaranya : 




Menurut Agustino (2006:157); 
“komunikasi merupakan variable penting yang 
mempengaruhi implementasi kebijakan publik, 
komunikasi sangat menentukan keberhasilan 
pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan 
publik”. Komunikasi merupakan proses 
penyampaian informasi dari komunikator 
kepada komunikan.  
 Aspek transmisi berbicara tentang 
bagaimana komunikasi tersebut disalurkan 
dalam semua komponen implementator. Secara 
teoritis, bahwa penyaluran proses komunikasi 
yang baik akan menghasilkan implementasi 
yang baik pula. Sisi ini melihat bagaimana 
komunikasi terbangun dan dijalankan dengan 
alur dan pola yang benar dalam implementasi 
PKSA di Kota Palu, sehingga seluruh 
komponen memiliki kesempatan untuk 
mengetahui dan memahami semua hal yang 
harus dan layak diketahui. 
Berikut hasil wawancara yang diperoleh 
dari sejumlah informan dalam penelitian ini, 
sehubungan dengan seperti apa pola 
komunikasi yang sudah terbangun dalam 
mendukung implementasi kebijakan PKSA 
anak terlantar di Kota Palu. Kepala Dinas 
Sosial Kota Palu. Bapak Nursalam mengatakan: 
“Sejauh ini kita selalu melakukan kerjasama 
dengan pihak lainnya seperti dinas sosial 
provinsi, itu penting apalagi ini masalah untuk 
anak jadi dengan adanya program 
kesejahteraan sosial anak  (PKSA) 
ini,Inshaallah masalah-masalah anak bisa 
diselesaikan, makanya kita selalu melakukan 
komunikasi yang baik dengan dinas sosial 
provinsi dan juga pihak dari pusat mengenai 
program ini, meskipun komunikasi yang 
dilakukan belum secara berkala, dan benar-
benar rutin” (Wawancara pada tanggal 4 
Januari 2017). 
Salah satu pendamping perlindungan 
anak atau sakti peksos dari kementrian sosial, 
Nurfanny S.ST juga mengemukakan: 
“Kita terus melakukan komunikasi dengan 
kementrian sosial dan koordinasi dengan dinas 
sosial provinsi untuk pelaksanaan program 
PKSA ini dan khusus untuk lembaga 
kesejahteraan sosial anak (LKSA) kita rutin 
melakukan pertemuan baik itu untuk keluarga 
anak maupun untuk lembaga anak khususnya 
anak terlantar, apalagi mengenai bantuan dana 
untuk anak kita sering melakukan sosialisasi 
untuk pemenuha kebutuhan anak khususnya 
anak terlantar, walaupun sering komunikasi 
namun ada saja pemahaman yang kurang baik 
dari pihak lembaga anak maupun keluarga 
anak, tapi kita terus berkoordinasi dengan 
pihak terkait dalam penanganan masalah anak 
terlantar” (wawancara pada tanggal 10 
Januari 2017). 
Pada wawancara dengan pihak Lembaga 
Kesejahteraan sosial anak (LKSA) khususnya 
anak terlantar  (LKSA Imannuel. Bapak Poleh 
Wisana T) : 
“Komunikasi kita dengan dinas sosial ataupun 
sakti peksos lancar walaupun hanya dengan via 
telepon dan via email, informasi seperti 
turunnya bantuan untuk anak atau ada 
sosialisasi, Apalagi kalau ada kunjungan dari 
kemenrtrian sosial biasanya dikomunikasikan 
melalui sakti peksos.” (Wawancara pada  
tanggal 10 Januari 2017 ) 
Hal tersebut juga ditambahkan oleh 
Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak khususnya 
anak terlantar pada LKSA Al-Ikhlas, Bapak 
Syam Ojosawa, SP mengatakan bahwa : 
“Lembaga kita ini rajin komunikasi sama dinas 
dan sakti peksos, jadi kalau ada informasi 
tentang anak pasti langsung diberitahukan, 
walaupun sosialisasi tidak sering tapi selalu 
dapat info tentang program PKSA ini dari sakti 
peksosnya melalui telepon.” (Wawancara pada 
tanggal 11 Januari 2017) 
Sayangnya, dari sisi ini ternyata tidak 
didukung dengan tanggapan yang sama dari 
keluarga anak terlantar yang ada pada Lembaga 
Kesejahteraan Sosial Anak yaitu ibu Suyati : 
“Kalau kita jarang dikasih tahu kalau bantuan 
sudah turun biasanya nanti kalau ada kegiatan 
anak sama keluarga baru kita dipanggil. 
Informasi tentang bantuan juga jarang kita 
dapat, jadi kadang nanti ada baru kita tahu 






kalau ada bantuan,” (wawancara pada tanggal 
11 Januari 2017) 
Dari hasil wawancara di atas tergambar 
bahwa transmisi komunikasi tidak dilakukan 
secara menyeluruh.Di tataran birokrasi dan 
kelembagaan, transmisi komunikasi sudah 
cukup baik ditandai dengan adanya penyaluran 
informasi terkait program yang sedang berjalan. 
Hanya saja pola ini terkesan tidak  optimal pada 
tingkat bawah yakni di tingkat penerima 
program.  
Dalam hal ini komunikasi masih kurang 
antara pihak orangtua, sehingga orangtua anak 
masih banyak yang belum mengetahui proses 
implementasi dari program PKSA ini, ditambah 
informasi yang diperoleh masih bersifat 
setengah-setengah. Artinya pihak keluarga anak 
penerima program sepertinya tidak menerima 
seleuruh informasi yang memang harus 
diketahui.Idealnya komunikasi yang efektif dan 
berkelanjutan harus dapat merata dari seluruh 
jenjang sehingga implementasi dari kebijakan 
yang dibuat khususnya dari jenjang atau 
tingkatan paling atas ke paling bawah dapat 
berjalan dengan baik. 
PKSA ini harus lebih dipermantap 
kembali. Mengingat berhasil tidaknya 
implementasi kebijakan yang dilakukan 
mensyaratkan agar implementator harus 
mengetahui dengan baik apa yang harus 
dilakukan dalam tugasnya terkait dengan 
kebijakan yang ada. Apa yang menjadi tujuan 
dan sasaran kebijakan serta seperti apa 
sebenarnya sasaran dari kebijakan yang dibuat, 
harus ditransmisikan secara maksimal kepada 
kelompok sasaran, terlebih kelompok sasaran 
utama dalam hal ini penerima bantuan program 
PKSA ini. 
Hasil diatas sudah dapat dipastikan akan 
memengaruhi tingkat kejelasan atau clarity 
sebagaimana yang dikemukakan dalam teori 
Edward III dalam penelitian ini. Kejelasan 
dalam proses komunikasi yang dilakukan perlu 
sehingga tidak ada kebingungan dalam tahap 
implementasi. Sebagaimana disampaikan 
kembali oleh Syam Ojosawa, SP, Ketua LKSA 
Al Ikhlas:  
 “Kadang informasi yang kita dapat tentang 
bantuan masih simpang siur, kadang juga tidak 
jelas, biasanya soal kapan  dana bantuan untuk 
anak itu cair, sering waktunya tidak tentu, jadi 
biasanya membingungkan, itu menghambat 
juga karena biasanya diperlukan tapi belum 
dicairkan contohnya untuk kebutuhan masuk 
sekolah dan beberapa kebutuhan lain” 
(Wawancara tanggal 11 Januari 2017). 
Sementara itu, dari sisi konsistensi yang 
juga menjadi salah satu aspek penting dalam 
teori Edward III. Dapat dilihat dari hasil 
wawancara yang dilakukan kepada Kepala 
Seksi Bidang Anak Dinas Sosial Kota Palu, 
Ruslan S.Sos terkait administrasi yang 
kebijakannya kerap berubah dari tahun ke 
tahun:  
 “Form pengisian data PKSA dari tahun ke 
tahun sering mengalami perubahan, sifatnya 
diperbaharui tapi itu juga kadang 
membingungkan karena kita masih harus 
pelajari lagi dan menyesuaikan lagi dengan 
data yang sudah ada sebelumnya, sehingga 
kalau sudah di LKSA mereka juga harus kerja 
keras untuk perbaharui data lagi meskipun 
memang tujuannya baik untuk lebih valid,” 
(wawancara tanggal 28 Desember 2016) 
Konsistensi yang ditunjukkan di atas 
tidak saja membuat kebijakan menjadi tidak 
jelas. Tetapi dapat saja mengubah apa yang 
sudah terstruktur baik dan terkomunikasi baik 
hinggah ke tingkat bawah kembali harus 
mengalami pasang surut. Hal tersebut tentu saja 




Untuk melaksanakan satu kebijakan, 
maka sangat dibutuhkan sumber daya manusia 
yang profesional dibidangnya, salah satu 
program untuk mendapatkan sumber daya 
manusia yang berkualitas, melalui program 
pengembangan SDM. Pengembangan Sumber 
Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu 
bentuk upaya untuk meningkatkan kemampuan 
pegawai dalam menangani beragam jenis tugas 
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dan menerapkan kemampuan yang dibutuhkan 
sesuai dengan jenis pekerjaan yang ada.  
Berikut hasil wawancara dengan sejumlah 
informan terkait dengan sumberdaya dalam 
implementasi program kesejahteraan sosial 
anak khususnya anak terlantar (PKSA), 
dibawah ini merupakan hasil wawancara 
dengan kepala dinas sosial kota palu, Bapak 
Nursalam beliau mengatakan bahwa : 
“Sumber daya yang ada pada proses pelaksana 
program PKSA ini dikatakan berjalan dengan 
baik karena rata-rata para pelaksana seperti 
sakti peksos itu memang sarjana kesejahteraan 
sosial yang professional di bidangnya, 
sehingga pelaksanaan program ini berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan.” (wawancara 
pada tanggal 4 Januari 2017 ) 
Sayangnya dari sisi ini juga dinilai belum 
maksimal, adanya sumberdaya dengan latar 
belakang pendidikan yang mumpuni tidak 
cukup untuk mendukung  aspek ini sepenuhnya.  
Sakti peksos mengatakan bahwa peran sakti 
peksos sendiri terkadang belum optimal yang 
lebih banyak dikarenakan faktor non teknis 
yang sifatnya personal terbukti dari hasil 
wawancara dengan sakti peksos, Nurfanny 
S.ST mengatakan bahwa: 
“Banyak pendamping anak di lembaga 
kesejahteraan sosial anak (LKSA) namun 
mereka jarang mendapati pendamping tersebut 
berada di tempat, kami mendapatkan kesulitan 
jika ada pertemuan ataupun kunjungan dari 
pusat yang ingin melihat implementasi PKSA di 
lembaga tersebut.” (wawancara pada tanggal 
10 januari 2017) 
Dari sejumlah wawancara diatas sangat 
jelas tergambar bahwa pemenuhan sumberdaya 
yang ada pada Program Kesejahteraan Sosial 
Anak (PKSA) masih belum sepenuhnya 
optimal.Dari sisi sumber daya manusia, 
kelengkapan perangkat personil melalui 
keberadaan para sakti peksos di tingkat 
lapangan sudah memenuhi dari sisi 
kuantitas.Hanya saja dari sisi kualitas dan 
ditinjau dari aspek profesionalnya masih harus 
ditingkatkan lagi. 
Aspek kuantitas, meski dianggap penting 
dan membantu namun masih harus ditunjang 
dengan kualitas yang mumpuni. Lebih baik 
lagi, ketika faktor sumberdaya manusia ini 
tidak hanya sebatas pada sumberdaya sakti 
peksos di tataran implementator paling bawah, 
tetapi harus mengikutsertakan peningkatan 
mutu sumberdaya manusia pada tataran penentu 
kebijakan baik ditingkat pusat, provinsi 
maupun kota, hingga di tingkatan personil pada 
LKSA yang harus dapat saling mendukung satu 
sama lain.  
Sementara aspek finansial atau 
pembiayaan, juga menjadi salah satu 
sumberdaya yang akan menunjang keberhasilan 
suatu implementasi. Dari hasil wawancara yang 
dilakukan pada beberapa LKSA diketahui 
bahwa kebutuhan finansial dalam menunjang 
berhasilnya program PKSA belum terdorong 
sepenuhnya oleh kebijakan yang ada. 
 
Disposisi 
Disposisi berkenaan dengan kesediaan 
dari para implementor untuk carry outkebijakan 
publik tersebut. Kecakapan saja tidak 
mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen 
untuk melaksanakan kebijakan.Kecenderungan 
perilaku ataukarakteristik dari pelaksana 
kebijakan berperan penting untuk 
mewujudkanimplementasi kebijakan yang 
sesuai dengan tujuan atau sasaran.  
Menurut Edward III dalam Winarno 
(2002:142-143) mengemukakan bahwa: 
“kecenderungan-kecenderungan atau disposisi 
merupakan salah satu faktor yang mempunyai 
konsekuensi penting bagi implementasi 
kebijakan yang efektif “. Jika para pelaksana 
mempunyai kecenderungan atau sikap positif 
atau adanya dukungan terhadap implementasi 
kebijakan maka terdapat kemungkinan yang 
besar implementasi akan berjalan sesuai dengan 
keputusan awal. Demikian sebaliknya jika para 
pelaksana bersikap negative atau menolak 
terhadp implementasi kebijakan karena konflik 
kepentingan maka implementasi kebijakan akan 
menghadapi kendala yang serius. 






Sementara itu, komitmen merupakan 
unsur penguatan dari disposisi implementor 
yang merupakan faktor ketiga dalam 
implementasi kebijakan yang mempunyai 
konsekuensi penting bagi implementasi 
kebijakan yang efektif. 
Kemudian kejujuran mengarahkan 
implementor untuk tetap berada dalam 
masaprogram yang telah digariskan, sedangkan 
komitmen yang tinggi dari pelaksanakebijakan 
akan membuat mereka selalu antusias dalam 
melaksanakan tugas,wewenang, fungsi, dan 
tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang 
telah ditetapkan Sikap dari pelaksana kebijakan 
akan sangat berpengaruh dalam implementasi 
kebijakan. 
Berikut sejumlah petikan wawancara 
pada beberapa informan terkait aspek disposisi 
pada proses implementasi program PKSA di 
dinas sosial kota palu dan lembaga 
kesejahteraan anak khususnya anak terlantar. 
Pertama, dari seperti hasil wawancara penulis 
dengan ketua LKSA Al-Ikhlas yang 
mengisyaratkan keinginan atas komitmen yang 
lebih lagi dari semua pihak yang terlibat dalam 
program kesejahteraan sosial anak di Kota Palu. 
Berikut wawancara dengan ketua LKSA Al-
Ikhlas, Bapak Syam Ojosawa SP mengatakan 
bahwa: 
“Pihak dinas sosial kota seharusnya bersikap 
merangkul semua pihak terkait tentang anak 
dan berperan lebih lagi untuk pemenuhan 
kebutuhan anak, jadi bantuan untuk anak tidak 
hanya dari Program kesejahteraan sosial anak 
khsusnya anak terlantar tapi juga dari dinas 
sosial kota dari APBD” (Wawancara pada 
tanggal 11 Januari 2017) 
Keinginan akan komitmen yang lebih lagi 
khususnya ditujukan kepada pemerintah daerah 
agar PKSA mendapat dukungan juga ditingkat 
lokal. Pemenuhan tersebut nantinya diharapkan 
akanberimbas pada kemampuan menggerakkan 
program kesejahteraan sosial anak khususnya 
anak terlantar sehingga berjalan dengan baik 
dan terpenuhinya kebutuhan anak-anak 
terlantar yang ada didalam maupun diluar 
lembaga kesejahteraan sosial anak. Beliau juga 
menambahkan bahwa : 
“Kami mau dari APBD juga bisa mensupport 
kami karena kalau hanya dengan bantuan dari 
program pusat, masih belum tercukupi 
kebutuhan anak di sini, kami harapkan sekali di 
tahun-tahun mendatang pemerintah daerah 
bisa lebih memperhatikan,”(Wawancara pada 
tanggal 11 Januari 2017) 
Di sisi lain, pernyataan berbeda datang 
dari kepala seksi bidang anak Dinas Kota Palu 
Bapak Ruslan S.Sos yang mengatakan bahwa 
apa yang dilakukan dinas pada dasarnya sudah 
berjalan optimal: 
“Dinas sosial provinsi dan dinas sosial kota 
palu sudah mengetahui tujuan dan sasaran 
program PKSA ini dengan jelas dan cukup 
berjalan dengan baik, hanya saja ada beberapa 
pihak lembaga yang bersikap belum jujur 
melaksanakan program PKSA ini, apalagi soal 
bantuan dana.”  
Sementara itu terkait disposisi ini, 
dijabarkan khusus oleh sakti peksos, Nurfanny 
S.STsebagai pendamping program 
kesejahteraan sosial anak mengatakan bahwa : 
“Walaupun saya merupakan pendamping 
program PKSA dari kementerian sosial, namun 
saya juga harus lebih memperhatikan tingkah 
laku dan sikap saya karena banyak keluarga 
anak maupun pihak lembaga kesejahteraan 
sosial anak yang sering kali harus 
diperlakukan dengan tegas agar mau mengikuti 
kewajiban mereka sebagai penerima bantuan 
program kesejahteraan sosial anak (PKSA) 
khususnya anak terlantar untuk urusan bantuan 
dana pemenuhan kebutuhan anak. Ketegasan 
diperlukan untuk menjaga pihak lembaga tetap 
bersikap jujur khususnya terkait hasil 
penggunaan bantuan yang sudah 
diberikan.Tidak jarang peruntukkan bantuan 
masih belum sesuai dengan yang seharusnya 
yang imbasnya pelaporan terkesan tidak jujur. 
(wawancara pada tanggal 10 Januari 2017) 
Sakti peksos sebagai pendamping anak 
dalam hal ini khususnya untuk anak terlantar  
sendiri menitikberatkan perannya dalam hal 
pengawasan pendamping program. Hal tersebut 
172 e Jurnal Katalogis, Volume 5 Nomor 12, Desember 2017 hlm 165- 176                   ISSN: 2302-2019 
 
 
tentu saja masih berkaitan dengan komitmen 
dalam menjalankan sekaligus mengawal 
keberhasilan program PKSA yang menjadi 
tanggungjawabnya.Komitmen ini diharapkan 
juga dimilikioleh semua implementator dalam 
program ini. 
Berkaitan dengan disposisi dalam 
implementasi program kesejahteraan sosial 
anak khususnya anak terlantar di Dinas Sosial 
kota Palu sebagaimana dikemukakan oleh 
informan penelitian melalui wawancara sejauh 
ini belum optimal karena masih banyak sikap 
para implementor yang belum jujur, dan sikap 
para pihak lembaga yang masih enggan 
memenuhi kewajibannya untuk mau 
bekerjasama dalam program kesejahteraan 




Organisasi pada umumnya memiliki 
struktur, terutama lembaga pemerintahan yang 
merupakan refleksi susunan sumberdaya yang 
memiliki potensi bekerjasama dan berlangsung 
secara simultan dan dalam bentuk-
bentuktertentu berdasarkan aturandan prinsip-
prinsiptertentu. Setiaporganisasiharus memiliki 
konfigurasi tertentu karenaadanya struktur 
organisasi. Padadasarnya struktur diadakan 
untuk memungkinkan setiap anggota organisasi 
mempunyai tugas, wewenang dan tanggung 
jawab yang dapat memberikan kontribusi 
terhadap pencapaian tujuan organisasi. Struktur 
birokrasi dianggap sebagai kerangka dasar yang 
menyeluruh untuk mempersatukan fungsi-
fungsi birokrasi.  
Struktur birokrasi berkenaan dengan 
kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi 
penyelenggara implementasi kebijakan 
publik.Struktur organisasi memilikipengaruh 
yang signifikan terhadap implementasi 
kebijakan.Seperti yang dikemukan George 
Edward III dalam Winarno (2002 : 150) bahwa 
terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi 
yakni “Standard Operational Procedure” 
(SOP) dan fragmentasi.  Standard Operational 
Procedure (SOP) merupakan perkembangan 
dari tuntutan internal akan kepastian waktu, 
sumber daya kebutuhan penyeragaman dalam 
organisasi kerja yang kompleks dan luas. 
Ukuran dasar Standard Operational Procedure 
(SOP) atau prosedur kerja ini biasa digunakan 
untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum 
sektor publik dan swasta. Dengan 
menggunakan SOP, para pelaksana dapat 
mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat 
berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-
tindakan pejabat dalam organisasi yang 
kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat 
menimbulkan fleksibilitas yang besar dan 
kesamaan yang besar dalam penerapan 
peraturan. 
Dalam implementasi PKSA di Kota Palu 
struktur birokrasi kelembagaan telah berjenjang 
dari kelembagaan pusat hingga diturunkan 
dengan perpanjangan tangan ke pemerintah 
daerah, termasuk SOP yang dijalankan idealnya 
telah dipunyai oleh masing-masing pihak yang 
berwenang.Meskipun begitu, masih ditemui 
sejumlah kekurangan. Sebagaimana tergambar 
dalam hasil beberapa wawancara berikut: 
Wawancara dengan sakti peksos 
perlindungan anak, Nurfanny S.ST yang 
mengatakan bahwa meskipun secara 
kelembagaan dan SOP yang dijalankan sudah 
benar, optimalisasi dari pelaksanaan PKSA 
masih belum dapat dikatakan memuaskan 
karena berbagai hal. 
“Alangkah bagusnya kalau pihak dinas sosial 
lebih membangun koordinasi juga dengan 
pihak di luar dinsos, seperti dinas 
pemberdayaan perempuan dan anak maupun 
lembaga anak lainnya, supaya anak terlantar 
banyak mendapatkan pelayanan dan bantuan. 
Dari sisi personil,  umlah sakti peksos yang 
ditempatkan di Kota palu hanya 2 orang, 
sedangkan jumlah lembaga anak terlantar atau 
LKSA itu kurang lebih 36 LKSA maka perlu 
adanya penambahan sakti peksos atau 
pendamping perlindungan anak agar lebih 
optimal lagi kinerja para pelaksana atau sakti 
peksos perlindungan anak, karena tupoksi 
cukup kompleks, meskipun  kami juga berusaha 
semaksimal mungkin dengan sumberdaya yang 






ada,” (Wawancara pada tanggal 10 Januari 
2017). 
Namun di sisi lain, kelembagaan dan SOP 
yang sudah dijalankan ini dirasakan sebenarnya 
sudah cukup baik khususnya bagi pengurus 
lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) 
seperti pada LKSA puteri sejahtera, Ibu 
Sulstiani Pujiastuti  yang mengatakan bahwa : 
“Dalam pelaksanaan program PKSA ini 
ternyata banyak pihak-pihak terkait, dinas 
sosial provinsi dan dinas sosial kota juga 
berkolerasi langsung untuk pelaksana program 
kesejahteraan sosial anak dilembaga kami jadi 
tidak ada kesulitan yang berarti.” (Wawancara 
pada tanggal 10 Januari 2017). 
Dari wawancara diatas dapat dikatakan 
bahwa kebijakan program kesejahteraan sosial 
anak bukan hanya terletak dari kurangnya 
pendanaan dari anggaran daerah , tetapi lebih 
kepada keseriusan dan keterlibatan pihak lain 
dalam mengoptimalkan implementasi program 
kesejahteraan sosial anak khususnya anak 
terlantar. Pemerintah harus lebih jelas dalam 
pembentukkan struktur birokrasi yang ada agar 
garis koordinasinya juga jelas, supaya proses 
Implementasi PKSA juga berjalan dengan 
sesuai yang diharapkan. Disisi lain tata cara 
pencairan dana untuk para penerima bantuan 
Program Kesejahteraan Sosial Anak khususnya 
anak terlantar sudah sesuai dengan Standard 
Operational Procedure (SOP) yang ada. 
 
Faktor pendukung dan penghambat dalam 
Implementasi Program Kesejahteraan Sosial 
Anak Terlantar  
Berhasil tidaknya implementasi sebuah 
kebijakan tidak dapat dilepaskan dari aspek-
aspek yang memengaruhinya. Pengaruhnya 
baik itu  dari yang sifatnya menjadi pendorong 
atau malah menjadi penghambat berhasilnya 
program kebijakan yang dijalankan. Khususnya 
dalam implementasi Program Kesejahteraan 
Sosial Anak (PKSA) di Kota Palu, ada 
beberapa hal yang masih harus mendapat 
perbaikan dan perlu ditingkatkan untuk 
menunjang keberhasilan program. 
Selama ini dalam PKSA khususnya bagi 
lembaga penerima program atau LKSA masih 
merasakan persoalan dana masih cukup 
menghambat suksesnya program kesejahteraan 
anak ini. Sayangnya meskipun program ini 
sudah berjalan bertahun-tahun namun belum 
semua anak terlantar dalam LKSA yang 
terakomodasi. Selain karena alokasi pusat juga 
terbatas, hal tersebut masih diperparah dengan 
minimnya bantuan APBD untuk mendukung 
program ini. Sebagaimana dari hasil wawancara 
dengan Ketua LKSA Immanuel, Bapak Poleh 
Wisana T mengatakan bahwa: 
“ Tahun 2014 ada sarana yang diberikan dinas 
sosial provinsi Sulawesi tengah berupa meja, 
itu untuk mendukung kegiatan belajar anak 
dalam lembaga ini, kami tidak bergantung 
pada dana bantuan program kesejahteraan 
sosial anak karena bantuan itu hanya setahun 
sekali, jadi panti kami juga mempunyai UEP 
berupa membuat dan menjual tanaman hias 
dimana dari keuntungan tersebut diberikan 
untuk anak dengan menjual  Rp 20.000 untuk 1 
pot tanaman hias, anak mendapatkan Rp 
10.000 dari penjualan tersebut.”(wawancara 
pada tanggal 10 Januari 2017 ). 
Sementara berbeda dengan wawancara 
yang dilakukan kepada ketua LKSA Al-ikhlas, 
yang mengaku bahwa tidak banyak yang dapat 
dilakukan oleh pihaknya dalam hal pemenuhan 
pembiayaan untuk menunjang keberlangsungan 
program di tempat mereka, berikut wawancara 
dengan Ketua LKSA Al-Ikhlas, Bapak Syam 
Ojosawa, SP mengatakan bahwa: 
“Panti kami hanya menerima bantuan dana 
dari program PKSA ini, adapun kebutuhan lain 
yang dberikan donatur berupa sembako yang 
jumlahnya tidak begitu banyak,jadi kami 
membaginya secara merata kepada anak-anak 
walaupun masih kurang ” (wawancara pada 
tanggal  11 Januari 2017)  
Keterbatasan dana juga dirasakan LKSA 
lainnya , seperti yang dikatakan oleh pengurus 
LKSA Immanuel yaitu Bapak Poleh Wisana.T 
pada wawancara berikut : 
“Yang menjadi faktor penghambat dari 
program ini sekarang bantuan dana untuk anak 
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menjadi sedikit dari Rp. 1.100.000 sekarang 
menjadi Rp.700.000 karena dikurangi dengan 
kegiatan untuk orangtua dan anak sejumlah 
Rp.400.000, jadi kebutuhan anak juga kita 
kurangi sedikit” (Wawancara pada tanggal  10 
Januari 2017). 
Dari faktor penghambat program ini tidak 
hanya ditemukan dilembaga kesejahteraan 
sosial anak namun banyaknya kendala dari 
pihak dinas sosial kota, yang membuat program 
ini tidak berjalan dengan baik dan masih kurang 
untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan 
anak terlantar yang membutuhkan. 
Namun dari beberapa faktor penghambat 
dalam program PKSA ini terdapat pula faktor 
pendorong dalam implementasi program 
kesejahteraan sosial anak ini, seperti dari 
beberapa wawancara yang penulis dapatkan 
dari hasil wawancara dan observasi. Pihak 
dinas sosial kota juga terus mengoptimalkan 
faktor-faktor yang membuat program ini 
berjalan sesuai sebagaimanamestinya. 
Hasil wawancara dengan Kepala seksi 
Dinas sosial kota palu, Bapak Ruslan S.Sos 
mengatakan bahwa : 
“Faktor pendorong yang menjadi kekuatan 
dalam program PKSA ini adalah anak dan 
keluarga merasa diperhatikan, dan dalam 
menangani permasalahan anak dinas sosial 
terbantu dengan adanya sakti peksos 
perlindungan anak dari kementrian sosial” 
(Wawancara pada tanggal 28 Desember 2016). 
Dan dalam wawancara pada salah satu 
informan yaitu keluarga anak penerima 
program PKSA, ibu mariana mengatakan : 
“kalau ada kegiatan-kegaiatan dengan anak 
kami biasanya diikutkan, apalagi sekarang 
semakin sering kegiatan dari dinas sosial dan 
peksos untuk mendekatkan anak dengan 
keluarga. Jadi kita paham bagaimana pola 
pengasuhan anak yang baik.(Wawancara pada 
tanggal 11 Januari   2017) 
Dari pernyataan wawancara diatas bahwa 
yang menjadi faktor pendukung ataupun 
pendorong dari program PKSA ini adalah 
keluarga mau dilibatkan dalam implementasi 
program kesejahteraan sosial anak khususnya 
anak terlantar, dengan keikut sertaan orangtua 
dalam kegiatan penguatan pengasuhan anak 
maka kebutuhan anak secara psikologisnya 
dapat terpenuhi.  
Dinas sosial kota Palu juga melakukan 
perannya dengan mendukung program ini 
walaupun masih belum maksimal, selain itu 
bantuan dana yang tidak sesuai kuota anak 
dalam asuhan lembaga kesejahteraan sosial 
anak juga menjadi faktor penghambat dalam 
implementasi program PKSA ini. 
 
KASIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari keseluruhan uraian 
yang telah dikemukakan, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
Aspek komunikasi tentang penting dalam 
memahami proses implementasi program 
PKSA ini masih belum berjalan dengan 
optimal, hal ini dilihat dari masih ada pihak 
keluarga yang belum paham tentang bantuan 
kebutuhan anak sehingga keluarga harus terus 
diberi pemahaman dalam penggunaan dan anak 
tersebut sehingga tidak ada kesalahpahaman. 
Aspek Sumber Daya masih belum 
sepenuhnya optimal dari sisi finansial atau 
pembiayaan masih belum terdorong 
sepenuhnya oleh kebijakan yang ada sehingga 
kurang menunjang berhasilnya program PKSA 
ini.  
Aspek Disposisi belum berjalan dengan 
baik karena masih banyak pihak yang terkait 
dalam pelaksanaan program PKSA ini yang 
masih bersikap belum jujur apalagi untuk 
pengalokasian dana bantuan untuk anak 
terlantar. Para pendamping anak atau sakti 
peksos juga harus bisa menjaga sikap yang baik 
kepada semua pihak dalam implementasi 
program PKSA.  
Aspek Struktur Birokrasi belum berjalan 
dengan baik karena pihak dinas sosial kurang 
berkoordinasi dengan pihak lain diluar maupun 
didalam birokrasi padahal banyak pihak yang 
harus dilibatkan dalam penanganan masalah 
anak sehingga dalam pemberian bantuan untuk 
anak tidak hanya berasal dari Program 






Kesejahteraan Sosial Anak. Jumlah sakti 
peksos pun tidak seimbang dengan tupoksi 
kerja mereka, dengan jumlah lembaga 
kesejahteraan social anak berjumlah 36 
lembaga dan berbagai penanganan kasus anak 
yang harus ditangani oleh 2 orang sakti peksos 
hal ini membuat implementasi program PKSA 
ini berjalan belum maksimal. 
Faktor-faktor pendorong dan penghambat 
dalam implementasi Program Kesejahteraan 
Sosial Anak khususnya anak terlantar di Dinas 
Sosial Kota Palu, meliputi: 
1. FaktorPendorong 
a. Adanya respon keluarga anak yang mau 
mengikuti kegiatan-kegiatan pola 
pengasuhan anak agar implementasi 
program PKSA berjalan dengan baik 
b. Adanya sakti peksos dengan latar 
belakang kesejahteraan social sehingga 
paham apa yang menjadi tujuan dan 
sasaran program PKSA ini. 
c. Adanya program kerja dan target yang 
menjadi sasaran pelaksanaan program 
implementasi kebijakan. 
2. Faktor Penghambat 
a. Jumlah sakti peksos yang tidak seimbang 
dengan tupoksi mereka. 
b. Keterbatasan sumber dana dan kurangnya 
sumber daya manusia yang profesional 
dan memiliki kompetensi di anak. 
c. Masih terfokus dan menggantungkan 
bantuan dana dari pusat maupun provinsi. 
d. Minimnya anggaran dan insentif untuk 
memberdayakan partisipasi stakeholder, 
dan masyarakat. 
e. Minimnya kerja sama antar Dinas 
singkronisasi program dan kordinasi 
kerjasama dengan non birokrasi. 
 
Rekomendasi 
1. Dinas Sosial perlu melakukan sinergitas 
dengan jejaring kerja (networking) baik itu 
di internal Dinas maupun eksternal Dinas, 
untuk terlaksananya singkronisasi program 
dan kordinasi kerjasama dalam pemenuhan 
kebutuhan anak terlantar di Kota Palu. 
2. Perlu diadakan perekruitan pendamping 
anak atau pekerja social anak tanpa harus 
melalui recruitmen dari kementrian sosial, 
sehingga semakin banyak tenaga ahli dalam 
bidang anak maka implementasi dari 
program ini dapat berjalan dengan baik. 
3. Perlunya pemerintah dalam artian Dinas 
sosial Kota Palu untuk intensif untuk 
melakukan komunikasi dan koordinasi 
dengan Assosiasi bidanganak begitu juga 
dengan masyarakat agar target yang 
diharapkan dalam visi misi dapat dicapai. 
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